BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : a.

Mengingat

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor S5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupate Bangka Tahun
2019 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2021 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bangka.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bangka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bangka rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan

memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Laporan Operasional,;



e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
g. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 1.325.554.052.155,13
b. Belanja Rp. 1.299.818.887.715,34 _
Surplus/defisit Rp. 25.735.164.439,79
c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 128.201.931.505,43
- Pengeluaran Rp. 3.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 125.201.931.505,43
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun
Anggaran Berkenaan Rp. 150.937.095.945,22
Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar
(Rp.19.879.012.934,13) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
a) Pajak Daerah

- Anggaran Rp. 67.324.310.750,00
- Realisasi Rp. 63.695.737.792,48
Selisih Rp. 3.628.572.957,52
b) Retribusi Daerah
- Anggaran Rp. 8.034.806.500,00
- Realisasi Rp. 8.678.759.954.00 _
Selisih (Rp. 643.953.454,00)
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Anggaran Rp. 4.427.500.000,00
- Realisasi Rp. 5.789.289.832,02 _
Selisih (Rp. 1.361.789.832,02)
d) Lain-lain PAD yang Sah
- Anggaran Rp. 73.517.317.950,00
- Realisasi Rp. 108.325.766.350,07 _
Selisih (Rp. 34.808.448.400,07)
Selisih (a+b+c+d) (Rp. 33.185.618.728,57)



2. Pendapatan Transfer

a) Transfer pemerintah pusat

- Anggaran
- Realisasi

Selisih

b) Transfer Antar Daerah

- Anggaran
- Realisasi

Selisih
Selisih (a+b)

Rp.1.008.254.465.600,00
Rp.1.040.734.366.256,00 _

(Rp. 32.479.900.656,00)

3. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah

a) Pendapatan Hibah

- Anggaran
- Realisasi

Selisih

b) Lain-Lain Pendapatan sesuai
Perundang-Undangan

- Anggaran setelah perubahan

- Realisasi

Selisih
Selisih (a+b)

b. Selisih anggaran dengan
Rp.128.245.585.021,73 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

- Anggaran
- Realisasi

Selisih

b) Belanja Barang dan Jasa

- Anggaran
- Realisasi

Selisih

c) Belanja Subsidi

- Anggaran
- Realisasi

d) Belanja Hibah
- Anggaran
- Realisasi

Selisih

Selisih

e) Belanja Bantuan Sosial

- Anggaran
- Realisasi

Selisih
Selisih (a+b+c+d+e)

Rp. 130.708.936.221,00
Rp. 85.091.744.760,00 _
Rp. 45.617.191.461,00
Rp. 13.137.290.805,00
Rp. 13.212.306.000,00
Rp. 13.042.991.000,00 _
Rp. 169.315.000,00

dengan Ketentuan Peraturan

Rp. 195.396.200,00

Rp. 195.396.210,56 _

(Rp. 10,56)

Rp. 169.314.989,44
realisasi belanja  sejumlah

Rp. 501.382.213.669,68
Rp. 437.149.234.967,00
Rp. 64.232.978.702,68
Rp. 489.111.167.664,79
Rp. 450.063.522.895,51
Rp. 39.047.644.769,28
Rp. 500.000.000,00
Rp. 260.388.170,00
Rp. 239.611.830,00
Rp. 40.604.193.514,00
Rp. 38.446.789.953,16
Rp. 2.157.403.560,84
Rp. 5.938.750.000,00
Rp. 5.711.122.700,00
Rp. 227.627.300,00

Rp. 105.905.266.162,80



2. Belanja Modal
a) Belanja Modal Tanah

- Anggaran Rp. 0,00
- Realisasi Rp. 0,00
Selisih Rp. 0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Anggaran Rp. 76.830.036.253,60
- Realisasi Rp. 62.965.864.127,83
Selisih Rp. 13.864.172.125,77
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Anggaran Rp. 49.776.512.669,00
- Realisasi Rp. 48.648.039.422.84
Selisih Rp. 1.128.473.246,16
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- Anggaran Rp. 126.001.993.311,00
- Realisasi Rp. 121.264.201.430,00 _
Selisih Rp. 4.737.791.881 ,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- Anggaran Rp. 358.380.250,00
- Realisasi Rp. 356.007.200,00 _
Selisih Rp. 2.373.050,00

Selisih (a+b+c+d+e) Rp. 19.732.810.302,93
3. Belanja Tidak Terduga

- Anggaran setelah perubahan Rp. 5.000.593.480,00
- Realisasi Rp. 2.397.478.875,00
Selisih Rp. 2.603.114.605,00

4. Belanja Transfer
a) Belanja Bagi Hasil

- Anggaran Rp. 7.535.911.725,00
- Realisasi Rp. 7.535.911.725,00 _
Selisih Rp. 0,00

b) Belanja Bantuan Keuangan
- Anggaran setelah perubahan Rp. 125.024.720.200,00
- Realisasi Rp. 125.020.326.249,00
Selisih Rp. 4.393.951,00

c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp.2.812.497.989,36) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan Rp. 125.339.422.816,07
Realisasi Rp. 128.201.931.505.43 _
Selisih Lebih ( Kurang ) (Rp. 2.812.497.989,36)

d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.
0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran Rp. 3.000.000.000,00
Realisasi Rp. 3.000.000.000,00 -
Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 0,00



Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31
Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 2.320.572.273.330,56

b. Jumlah kewajiban Rp. 31.305.253.422,09

c. Jumlah ekuitas Rp. 2.289.267.019.908,47
Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c¢
untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2022
sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022 Rp. 123.877.629.546,36

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 248.489.246.777,78
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp. 224.788.254.462,84)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan  Rp. 2.862.508.689,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember
Tahun 2022 Rp. 151.026.076.407,14
Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2022
sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 159.237.463.354,03
2. Pendapatan Transfer Rp. 1.208.967.660.645,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 67.184.053.708,91
Jumlah Pendapatan Rp. 1.435.389.177.707,94
b.Beban :

1. Beban Pegawai Rp. 437.149.234.967,00
2. Beban Barang dan Jasa Rp. 472.633.832.218,14
3. Beban Bunga Rp. 0,00
4. Beban Subsidi Rp. 260.388.170,00
5. Beban Hibah Rp. 43.861.665.068,73
6. Beban Bantuan Sosial Rp. 5.711.122.700,00
7. Beban Penyisihan Piutang Rp. 5.025.161.521,70
8. Beban Lain-Lain Rp. 0,00
9. Beban Penyusutan Peralatan dan

Mesin Rp. 40.240.532.312,16
10. Beban Penyusutan Gedung dan

Bangunan Rp. 19.957.716.776,16
11. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan

Dan Irigasi Rp. 91.233.741.115,30
12. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp. 0,00
13. Beban Penyusutan Aset Lainnya Rp. 409.162,00
14. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 221.664.738,00



15. Beban Bagi Hasil Rp. 7.535.911.725,00

16. Beban Bantuan Keuangan Rp. 125.020.326.249,00+
17. Jumlah Beban Rp. 1.248.851.706.723,19
c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp. 3.771.828.285,67)
d. Defisit dari Pos Luar Biasa (Rp. 2.382.453.415,00)
Surplus/defisit-LO Rp. 180.383.189.284,08
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun
2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 2.078.427.396.427,00
b. Surplus/Defisit-LO Rp. 180.383.189.284,08
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Rp. 30.456.434.197,39
d. Ekuitas Akhir Rp. 2.289.267.019.908,47
Pasal 9

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember
Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Sub total saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran
lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah Rp.0,00
dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 125.339.422.816,43
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun

Berjalan Rp. 125.339.422.816.,43 -

Subtotal (a) Rp. 0,00

b. Sub total saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran
Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dan sisa lebih
(SiLPA) sejumlah Rp. 150.937.095.945,22 dengan rincian sebagai berikut:

1. Subtotal (a) Rp. 0,00
2. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA) Rp. 150.937.095.945,22 -
Subtotal (b) Rp. 150.937.095.945,22
c. Koreksi kesalahan pembukuan tahun Rp. 0,00
sebelumnya
d. Lain-lain Rp. 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir (b+c+d) Rp. 150.937.095.945,22

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-
pos Laporan Keuangan.



Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a.

- 0 o o0 o

Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

. Lampiran II
. Lampiran III
. Lampiran IV

. Lampiran V

Lampiran VI

. LampiranVII

.Lampiran VIII

Lampiran IX

. Lampiran X

. Lampiran XI

Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n.
0.
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Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XV.a
Lampiran XV.b
Lampiran XV.c
Lampiran XV.d

. Lampiran XVI
. Lampiran XVII

Lampiran XVIII

. Lampiran XIX

:Laporan Realisasi Anggaran;

:Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

:Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok

dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

:Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

: Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan;

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
: Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan dan Data

Pendukungnya;

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana

Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,;

: Daftar Rekapitulasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga;
: Daftar Rekapitulasi Properti Investasi;

: Daftar Rekapitulasi Treasury Deposit Facility;

: Daftar Dana Cadangan Daerah;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

: Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;



t. Lampiran X : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

u. Lampiran Informasi Lainnya.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI BANGKA,

dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto
ANDI HUDIRMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto
SRI ELLY SAFITRI, SH

PEMBINA
NIP. 19741008 200501 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 3.22/2023)
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